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A. Latar Belakang

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku
Il tentang perikatan. Bab kedua, bagian kesatu sampai dengan bagian keempat.
Perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kata perjanjian.
Dimana kata perikatan dapat diartikan sebagai “suatu hubungan hukum antara dua
orang atau pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal
dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi
tuntutannya”.*Perjanjian atau verbintenis mengandung pengetian suatu hubungan
hukum kekayaan atau harta benda antara dua atau lebih pihak yang memberi
kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan
pada pihak lain untuk memberikan prestasi.?

Subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban tersebut.
Menurut R.Suroso, subyek hukum adalah suatu yang menurut hukum berhak atau
berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak
dan cakap bertindak hukum sesuatu pendukung hak (rechtsbevoedgheid) dan
merupakan sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.’Isi dari
perjanjian yang memiliki sifat terbuka, artinya isinya dapat ditentukan oleh para
pihak dengan beberapa syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu dengan
tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang — undang. Hal
ini mengandung makna buku 11l KHUPerdata, dapat diikuti oleh para pihak atau
dapat juga para pihak menentukan lain dengan beberapa syarat karena didalam
ketentuan umum ada yang bersifat pelengkap dan pemaksa sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:*

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

! Subekti,Hukum Perjanjian , (Jakarta: Intermasa ,199), hal.1.

2 M.Yahya Harahap, Segi — Segi Hukum Perjanjian , (Bandung: Alumni,1996), hal.6.

® R.Suroso, Pengantar llmu Hukum, , (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal.233.

* Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Y ustisia, 2009), hal.39.



3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Karena persetujuan (overeenkomst) yang mengisi perjanjian itu tidak boleh
bertentangan dengan undang — undang, kepentingan umum (openbare orde) dan
nilai — nilai kesusilaan (goeden zeden). Setiap perjanjian yang obyek atau
prestasinya bertentangan dengan yang diperbolehkan oleh undang — undang,
ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjian demikian melanggar persyartan yang
semestinya seperti yang diatur dalam syarat 4 Pasal 1320 Kitab Undang — Undang
Hukum Perdata.’

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lainnya
atau lebih.berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan hubungan antara
perikatan dengan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan
perikatan selain undang — undang.

Dari pengertian perjanjian yang telah dikemukan diatas, agar suatu
perjanjian mempunyai kekuatan hukum maka harus dipenuhi syarat sahnya
perjanjian sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut
diatas, yaitu:

1. Syarat subyektif

Syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan, syarat

subyektif ini meliputi:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

b. Kecakapaan untuk membuat suatu perikatan.

2. Syarat obyektif

Syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian batal demi hukum, syarat

obyektif ini meliputi:

a. Suatu hal (obyek) tertentu;

b. Sebab yang halal.

Kesepakatan diantara para pihak diatur dalam Pasal 1321 — 1328 Kitab
Undang Undang Hukum Perdata dan kecakapan dalam rangka tindakan pribadi

® M.Yahya Harahap,op.cit,hal.11.



orang- perseorangan diatur dalam Pasal 1329 — 1334 kitab undang — undang
hukum perdata yaitu mengenai keharusan adanya suatu causa yang halal dalam
setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.®

Sebelumnya sudah diuraikan bahwa apabila syarat subyektif dilanggar
maka perjanjian dapat dibatalkan, demikan juga apabila syarat objektif dilanggar
maka perjanjian batal demi hukum. Dengan demikian apabila syarat subyektif dan
syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut belum dapat dikatakan
terjadi karena dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum, sehingga akibat hukum
kekuatan mengikat sebagaimana yang dimaksud Pasal 1320 ayat (3) kitab undang
— undang hukum perdata.’

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan suatu
perikatan, yang merupakan isi dari suatu perjanjian. Jadi perikatan yang telah
dilaksanakan para pihak dalam suatu perjanjian memberikan tuntutan pemenuhan
hak dan kewajiban terhadap isi perjanjian.

Secara garis besar Kitab Undang — Undang Hukum Perdata mengklarifikasikan
jenis — jenis perjanjian adalah:®

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan

kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalah

perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada
pihak lainnya.

2. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Alas Hak Membebani.
Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan
kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak membebani
adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang selalu terdapat
kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada

hubungannya menurut hukum.

® Kitab undang — undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti
dan R.Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradya paramita,2004).

" Ibid,hal.11.

® Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perjanjian, (Bandung: PT.Citra Aditya Aabadi, 1992),
hal.86.



3. Perjanjian Bernama dan tidak Bernama.
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang
terbatas, misalnya jual — beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak
bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan
jumlahnya tidak terbatas.

4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir.
Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik
dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan
dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian
yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban
para pihak.

5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real.
Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian
kehendak antara pihak — pihak. Sedangkan perjanjian real adalah
perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada
penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan. Menurut M.Yahya
Harahap, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara
dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak
yang memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain

untuk melaksanakan prestasi.’

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh
para pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-
kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya adapun pihak
yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), wanprestasi sering juga
dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian , bila
saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Dalam kasus PT. PURNAMA PUTRA MANDIRI sebagai Penggugat
melawan PT. ADIKARYATAMA CITRA ANUGRAHA sebagai Tergugat, telah
sepakat mengikat diri dengan menandatangani Kontrak Nomor: 003/2011/AKCA-
PPM tertanggal 12 April 2011,dengan syarat- syarat yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak. Dalam kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah 2

® Syahmin, Kontrak Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hal.92.



kali melakukan perubahan addendum pada tanggal 2 Mei 2011 dan 18 Mei 2011
atas kesepakatan antara penggugat dengan tergugat. Berdasarkan kontrak
penggugat telah memberikan kepercayaan kepada tergugat dalam bentuk
penyediaan batu bara dalam jumlah dan kualitas tertentu, yaitu kelas GCV (ADB)
6.300 Reject 6.100 KCAL/KG, pengiriman kuantitas sebesar 50.000 MT (Metric
Ton), dengan harga yang sudah sudah disepakati sebesar US$ 80.00 untuk setiap
Metric Ton. Pada saat pembayaran penggugat melakukan 2 tahapan dalam
pembayaran Tahap | dan Tahap Il sebesar US$ 3.600.000,- adapun sisa
pembayaran pada Tahap Ill sebesar 10% dengan total US$ 400.000, Sesuai
dengan kesepakatan,akan dibayar setelah sisa batu bara 16.182 MT dikirimkan
oleh tergugat kepada penggugat. Bahwa dengan total pembayaran yang
seharusnya dilakukan, maka Tergugat sudah seharusnya menyerahkan batubara
kepada Penggugat sebanyak 45.000 metric ton. Tetapi Tergugat hanya mampu
mengirimkan batubara kepada Penggugat sebanyak 33.818 metric ton dari 50.000
MT. pada saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
penggugat belum menerima sisa pembayaran sebanyak 16.182 metric ton.
Mengingat penggugat telah melakukan kewajibannya membayar 90% atau sebesar
US$ 3.600.000.- kepada tergugat dari total 50.000 MT. Selain tidak mengirimkan
batubara yang dikirimkan oleh tergugat kepada penggugat tidak sesuai dengan
standar yang disepakati, yaitu Nett ARB 53-55, karena batubara yang dikirimkan
oleh Tergugat Nett ARBnya hanya 37, jauh dibawah Nett ARB yang disepakati.

Hal itu terbukti dari ditolaknya batubara tersebut oleh pembeli Penggugat
diluar negeri. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka cukup jelas menyatakan
tergugat telah melalaikan kewajibanya kepada penggugat untuk melaksanakan
kontraknya dan addendumnya. Bahwa terkait dengan haknya tersebut pada
tanggal 20 juni 2011 antara penggugat dan tergugat mengadakan rapat untuk
membicarakan sisa batubara yang belum dikirimkan sebanyak 16.182MT.
ternyata kesepakatan rapat diatas tidak dilakukan tergugat, bahkan penggugat
sering kali menghubungi Tergugat melalui surat, telepon, atau email, akan tetapi
semua itu tidak mendapatkan respon dari dari tergugat dan selalu menghindar
sehingga memberikan kesan lari dari tanggung jawab.



Semua hubungan muamalat mempunyai landasan hukum dan dalil yang kuat
yang mendasari hubungan muamalat tersebut, tidak terkecuali dalam hubungan
jual beli, perikatan jual beli adalah merupakan sarana tolong menolong antara

sesama manusia adalah memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam.
Hal ini ditentukan dalam QS. Al-bagarah ayat 275 yang berbunyi:
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Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lataran (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka
berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka
kekal didalamnya”. (QS. Al-bagarah 2:275).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka penulis menulis skripsi ini
dengan judul: ANALISIS PENYELESAIAN PERJANJIAN WANPRESTASI
ANTARA PT. PURNAMA PUTRA MANDIRI MELAWAN PT.
ADIKARYATAMA CITRA ANUGRAHA (STUDI KASUS PERKARA
NOMOR 472 /Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan PT. Merak Kalimantan Pasific dalam perjanjian
antara PT. Purnama Putra Mandiri dengan PT. Adikaryatama Citra
Anugraha ?

2. Apa dan Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut ?

3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Analisis Penyelesaian

Perjanjian Wanprestasi antara PT.Purnama Putra Melawan PT.



Adikaryatama Citra  Anugraha Studi  kasus perkara nomor
472/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penulisan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim sehingga menghasilkan
putusan studi kasus nomor 472/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL .

2. Untuk menganalisis cara penyelesaian kerugian yang terima oleh
Penggugat terhadap hak yang tidak dipenuhi oleh Tergugat dalam putusan
studi kasus nomor 472/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL.

3. Untuk menganalisis Pandangan Hukum Islam terhadap Analisis
Penyelesaian Perjanjian Wanprestasi antara PT. Purnama Putra Mandiri
melawan PT.Adikarayatama Citra Anugraha studi kasus perkara nomor
472/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi
penulis sendiri maupun para pembaca untuk menambah wawasan dan
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai ilmu hukum, khususnya

mengenai hukum wanprestasi secara lebih baik.
2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan-
permasalahan yang terjadi dan dapat mengungkapkan yang sebenarnya,
sehingga mendapatkan gambaran mengenai keadaan hukum yang sebenarnya.
Dalam memahami Perselisihan Penyelesaian Wanprestasi Antara PT. Purnama

Putra Mandiri Melawan PT. Adikaryatama Citra Anugraha.



E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan
hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti, dan merupakan
abstraksi dari gejala tersebut untuk penulisan menjadi kerangka konseptual
sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengelolaan, analisis dan

kontruksi data adalah:

1. Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui
akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.*°

2. Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*

3. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu
orang atau lebih dengan pihak yang lainnya yang mengadakan
perjanjian.*?

4. Jual — beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang mengikat
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan ,dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang telah dijanjikan.™

5. Prestsi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap
perikatan.'*

6. Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti
yang telah ditetapkan dalam perikatan.®

7. Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang

lain, negara, instansi, dan sebagainya.'®

1% Kitab Undang-Undang Hukum perdata ( burgerlijk wetboek ), diterjemahkan oleh R. Subekti
dan R. tjitrosudibio, ( Jakarta : Pradya Paramita, 2004), pasal 1365.

! Kitab undang — undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek), pasal 1313.

12 Kitab undang — undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek, pasal 1320.

3 Kitab undang — undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek, pasal 1457.

! Kitab undang — undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek, pasal 1234.

1> Kitab undang — undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek, pasal 1238.

1® Kamus Besar Bahasa Indonesia



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, untuk mempertanggung jawabkan kebenarannya
maka harus di dasarkan dengan fakta-fakta yang obyektif sehingga di
perlukan suatu metode penelitian atau metodologi penelitian, maka
adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah
metode penelitian normatif. Pada penelitian ini, sering kali hukum
dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan (Law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah
atau norma yang merupakan dasar berperilaku masyarakat terhadap apa
yang dianggap pantas.!’ Karena merupakan penjelasan dari suatu
permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk

mengatasi suatu permasalahan yang terjadi.

2. Jenis Data
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder.
Data sekunder tersebut diperolen melalui studi kepustakaan dengan
mengkaji bahan-bahan hukum sebagai berikut :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
Berupa Putusan yang terkait kasus, Undang-Undang, Kitab
Undang-Undang KHUPerdata, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum
primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian
atau pendapat para ahli hukum yang diperoleh melalui studi
kepustakaan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori,
pendapat-pendapat, atau penemuan- penemuan Yyang berkaitan
dengan pokok permasalahan untuk memperoleh informasi tentang
permasalahan yang di angkat sebagai pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

17Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, cet. 11. (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada,2009).hal 35
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Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel-
artikel, kamus hukum, internet dan surat kabar yang berkaitan

dengan permasalahan dalam penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menggunakan studi

kepustakaan dan verifikasi tulisan pada kantor bagian arsip putusan

Mahkamah Agung melalui penelusuran internet dan bahan pustaka.

4. Analisa dan Penyajian Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif, data yang sudah terkumpul

kemudian dianalisis, disajikan dalam bentuk kalimat teks, selanjutnya akan

dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang

merupakan hasil pengelompokan data dari hasil kualitas dan kenyataan

serta dapat di hubungkan dengan peraturan Perundang-undangan dan teori-

teori hukum serta pendapat para ahli hukum agar dapat menjawab

permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulisan membaginya ke dalam lima bab,

penulisan berusaha menyusun dengan berurutan secara sistematik, dimana

antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

Bab I

Bab 11

Merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai
latar belakang ~ masalah, pokok permasalahan, tujuan dan
mafaat dari penelitian, kerangka konseptual, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

: Dalam bab ini akan membahas tentang Wanprestasi,
Dasar hukum, tujuan dan asas hukum wanprestasi,
pernyataan masalah, hukum acara yang berlaku, akibat

hukum bagi Penggugat.



Bab 111

Bab IV

Bab V
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: Dalam bab ini penulis akan diupayakan menguraikan
jawaban rumusan masalah pada bab | dan bab II, tentang
pokok perkara pada kasus ini dan mengenai pandangan
pengadilan terkait dengan Analisis Yuridis Terhadap
Perjanjian Wanperstasi Pada Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan nomor 472/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

: Dalam bab ini berisikan uraian mengenai Pandangan
Hukum Islam Analisis Penyeselaian Perjanjian Wanprestasi
Antara PT.Purnama Putra Mandiri melawan
PT.Adikaryatama Citra Anugraha (Studi Kasus Perkara
Nomor 472/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL).

: Dalam bab ini merupakan bab penutup yang memuat
kesimpulan yang merupakan penjabaran isi sKripsi
sekaligus jawaban beberapa rumusan masalah secara

singkat serta saran-saran.



